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TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI PADA

1INV

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing
daerah perlu adanya inovasi daerah sebagai bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Selatan
Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah, perlu
menetapkan nama inovasi dan pelaksana inovasi daerah;

bahwa untuk melaksanakan uji coba dan penerapan
inovasi daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2025, perlu menetapkan nama
inovasi daerah yang akan diujicobakan atau diterapkan
beserta pelaksana inovasi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi dan
Pelaksana Inovasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Lampung Selatan Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Lampung Selatan di Provinsi Lampung;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

S. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah;

6. Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3
Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun
2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Inovasi Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018
tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau
Insentif Inovasi Daerah;

8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di
Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020
tentang Inovasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

aratitran Riinat T amnitng Qalotnm Nareoe 26 Mol OND1.
Peraturan pupatl Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2021;

11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INOVASI DAN

PELAKSANA INOVASI PADA  PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.

Menetapkan Inovasi dan Pelaksana Inovasi Daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
dilaksanakan oleh Pelaksana Inovasi Daerah secara transparan,
efektif, dan efisien untuk meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung
Selatan;

Dalalranna Tnauvncd MNa k gehagaimana di Faind da Dilrs
reiaKsarna 11ovasi paeran sevagaimana dimaksud pada viktuin

Kesatu melaksanakan tahapan uji coba inovasi daerah serta
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba inovasi
daerah secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu melaksanakan penerapan inovasi daerah serta membuat
laporan penerapan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Laporan hasil pelaksanaan uji coba inovasi daerah sebagaimana
dimaksud pada Diktum Ketiga disampaikan kepada Perangkat

Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk
dilakukan evaluasi;



KEENAM :  Laporan penerapan I[novasi Daerah sebagaimana dimaksud
pada Diktum Keempat disusun mengacu pada petunjuk
teknis/petunjuk  pelaksanaan yang  dikeluarkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANAN;;( ERMANTO

Tembusan, Yth ;
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ /V.02/HK/2025
TANGGAL : 2025
DAFTAR INOVASI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025
NO PERANGKAT DAERAH PELAKSANA INOVASI DAERAH
KET
INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN
1 2 3 4 5 6
1 | Sekretariat Dewan Kantor Dewan Ramah Anak dan Disabilitas | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(KAWAN RATAS) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
2 Sekretariat Dewan Voice To Text Badan Anggaran (VOTEXT | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
BANGGAR)
3 | Sekretariat Dewan Data Tamu Sebelum Kunjungan (DATAMU | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
EMAN) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
4 | Inspektorat Pojok  Kunsultasi Inspektorat (POKSI | Inovasi pelayanan publik Penerapan
LAMSEL)
5 | Inspektorat SEBESI AKIP 2.0 (Sistem Evaluasi Berbasis | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Aplikasi AKIP Versi 2.0)
6 | Inspektorat Whistleblowing System (WBS) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
7 Dinas Pendidikan Beasiswa Berprestasi Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
8 | Dinas Pendidikan Proyek Cetak Generasi Unggul Lampung | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Selatan melalui Gerakan Swasembada
Sekolah "Pendidikan Seutuhnya Dari Lahir
Sampai Mati"
9 | Dinas Pendidikan Cara Pelayanan Jemput Masyarakat (CAP | Inovasi pelayanan publik Penerapan
JEMMA)
10 | Dinas Kesehatan Program Jaga Mutu (PROJAMU) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Persalinan Sehat, Bayi Selamat, | Inovasi pelayanan publik Penerapan

11

Dinas Kesehatan




INOVASI DAERAH

NO PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
V. DAERAH
INOVASI DAE NAMA BENTUK TAHAPAN KET
1 2 3 4 8 6
Keluarga Bahagia (LINTAS RAGA)
12 | Dinas Kesehatan Gerakan Terpadu Eliminasi TB dan Stunting | Inovasi pelayanan publik Penerapan
(Gardu Elits)
13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan | Gotong Royong Dalam Memelihara Jalan (GO | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Ruang DAMIJA) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tanggap Darurat Banjir Lampung Selatan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Ruang (GARAB LAMSEL) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan | Sanitasi Layak dan Aman Menuju Bebas | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Ruang Stunting (SAI LAMBAN) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
16 | Dinas Perumahan dan Permukiman Gerakan Berbagi Program ke Kecamatan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(GEREBEK KECAMATAN) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
17 | Dinas Perumahan dan Permukiman Sistem Informasi Bantuan Pembangunan | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
dan Rehab Rumah Swadaya ver. 2.0 (Si
BAPERS ver. 2.0)
18 | Dinas Perumahan dan Permukiman Pembuatan Sertifikat Tanah untuk Penerima | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Baper (PESTA RAKYAT) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
19 | Dinas Sosial Teman Bicara Keluarga (TEMBAGA) Inovasi pelayanan publik Penerapan
20 | Dinas Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia | Inovasi pelayanan publik Penerapan
(RESONANSI)
21 | Dinas Sosial Pengadaan Sandang dan Pangan Antisipasi | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Keterbatasan Logistik | pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
untuk Korban Bencana (PANDANGAN  SI
INTAN)
22 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | AYO MAGANG Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
23 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Penyandang Disabilitas (PENTAS) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
24 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Pembinaan Eks Pekerja Migran Lampung | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Selatan (BINA JARAN LAM-SEL) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
25 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan | Forum Anak Berperan Sebagai Pelopor dan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan




INOVASI DAERAH

NO PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
INOVASI DAERAH
NAMA BENTUK TAHAPAN KET
1 2 3 4 & 6
Perlindungan Anak Pelapor (FANBASE 2P) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
26 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan | Konselor Cegah Perceraian Rumah Tangga | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Perlindungan Anak (KOCEH CERUGA) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
27 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan | Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Perlindungan Anak Perempuan dan Anak (PETER-PAN) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
28 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Kader Pencegahan Stunting | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Keluarga Berencana (PAKAR PENTING) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
29 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Pelayanan Konseling dan Edukasi Bangga | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Keluarga Berencana Kencana (PEKON SI BANGGA KENCANA)
30 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Peduli Keluarga, Deteksi dan Intervensi | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Keluarga Berencana Membangun Desa (PEDEKATE BANGDES)
31 | Dinas Ketahanan Pangan Aplikasi Informasi Harga Pangan Harian (SI | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
GAMPANG) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
32 | Dinas Ketahanan Pangan Subsidi Harga Pangan Pada Gerakan Pangan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Murah (SIAPA GERANGAN) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
33 | Dinas Ketahanan Pangan Bantuan Untuk Desa Rawan Pangan (BANG | Inovasi pelayanan publik Penerapan
SARPAN)
34 | Dinas Lingkungan Hidup Kurangi Sampah Kurangi Polusi (KUPAS | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
KULI) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
35 | Dinas Lingkungan Hidup Tanam Pohon Tanam Bunga (TAPO TABUNG) | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
36 | Dinas Lingkungan Hidup Perusahaan Peduli Masyarakat Sekitar | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(SANDI KATAR) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
37 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Dukcapil On Air (DOA) Inovasi pelayanan publik Penerapan
Sipil
38 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan | Pelayanan Dokumen Kependudukan | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Sipil Ditempat Perkawinan (PENDEKAR)
39 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan | Pelayanan Dihari Libur Harus Datang Inovasi pelayanan publik Penerapan
Sipil Sendiri (PENGHIBUR HATI)
40 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan | Pelayanan Sistem Aktivasi IKD (PESAT IKD) Inovasi pelayanan publik Penerapan




INOVASI DAERAH

NO PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
KET
INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN
1 2 3 4 5 6
Sipil
41 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan | Sistem Informasi Aparatur Pemerintah Desa | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Desa (SIAP DESA)
42 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan | Sistem Monitoring Peraturan Desa (TEMON | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Desa DESA)
43 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan | Laporan Keuangan Desa (LAKU DESA) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Desa
44 | Dinas Perhubungan S-TRAVIS (Student Transport Service) Inovasi pelayanan publik Penerapan
45 | Dinas Perhubungan JUDI-Card (Juru Parkir-ID Card) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
46 | Dinas Perhubungan Bus Sekolah Destinasi Sejarah Kabupaten | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Lampung Selatan (BUS DESA LAMSEL) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
47 | Dinas Komunikasi dan Informatika Mata Elang Pembangunan Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
48 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kerjasama Publikasi Dengan Media (KESAPU | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
DEMED) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
49 | Dinas Komunikasi dan Informatika Wifi, Internet Publik Kominfo (WIB | Inovasi pelayanan publik Penerapan
KOMINFO)
50 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Klinik Konsultasi "Koperasi Dan Manajemen | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Menengah Bisnis Usaha Kecil Menengah” (KLINIK
KONSULTASI KOPI MANIS - UKM)
51 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Pelatihan Koperasi Berbasis Dengan Media | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Menengah Sosial (PETIK MEDSOS) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
52 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Gerakan Belanja Selawe Ribu Seminggu | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Menengah (GERABEL SELABU) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
53 | Dinas Penanaman Modal dan Jemput Bola Izin Komersial atau Operasional | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Pelayanan Perizinan TSP (JEMPOL IKO)
54 | Dinas Penanaman Modal dan Peta Potensi Investasi (PEPOTIN) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan

Pelayanan Perizinan TSP

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah




INOVASI DAERAH

NO PERANGKAT DAERAH PELAKSANA o
INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN
1 2 3 4 S 6
55 | Dinas Penanaman Modal dan Sistem Database Pengolahan Data | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Pelayanan Perizinan TSP Pengawasan, Pengendalian dan Penanaman

Modal (SEDATIN WASDAL)

56 | Dinas Pemuda dan Olahraga Senam Jantung Sehat Hari ini Ceria Masa | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Tua (SENJA SEHARI CERMAT) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

57 | Dinas Pemuda dan Olahraga Senam Keliling Kecamatan Promo Wisata | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(SELINGKATAN PROMO WISATA) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

58 | Dinas Pemuda dan Olahraga Sistem Penataan Dokumen Kepegawaian | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
(SIPENA)

59 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Dan Pustakawan Tingkat Daerah | pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten /Kota

60 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gerakan Literasi Desa (GELISA) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

61 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Selatan Membaca Literasi dan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Edukasi (LAMSEL MELEK) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

62 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyelamatan Arsip Sejarah di Kabupaten | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Lampung Selatan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

63 | Dinas Perikanan Bahas Obrolan Dunia Perikanan (BODI |Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
IKAN) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

64 | Dinas Perikanan KADER GEMARIKAN (KA’ DERMAN) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

65 | Dinas Perikanan Kegiatan Pembuatan Produksi Garam | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(KETAN SIRAM) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

66 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Lampung Selatan (SI TALAS) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

67 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sistem e-Ticketing dan Informasi e-ticketing | Inovasi pelayanan publik Penerapan
(SI ETI)

68 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Desa Wisata Sadar Wisata (DESWITA SADIS) | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah




INOVASI DAERAH

NO PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
KET
INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN
1 2 3 4 5 6
69 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura | Mitigasi Kekeringan Menggunakan Sumur | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
dan Perkebunan Bor dengan Tenaga Surya (MISKUR) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
70 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura | Pengembangan Sawit Terintegrasi untuk | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
dan Perkebunan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (PASTI | pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
JUARA)
71 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura | Gerakan Pemanfaatan Pekarangan Bertanam | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
dan Perkebunan Buah dan Sayur (GAMPANG BERBUSA) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
72 | Dinas Peternakan dan Kesehatan GERTAK BERAHI SPONTAN (Gerakan | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Hewan Penyerentakan Berahi Sapi PO dan
Inseminasi Buatan
73 | Dinas Peternakan dan Kesehatan PEDANG PORA (Penyebaran dan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Hewan Pengembangan Pakchong dan Indigofera) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
74 | Dinas Peternakan dan Kesehatan SI BINGKO (Sistem Integerasi Kambing - | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Hewan Kakao) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
75 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pasar Sehat Beringin Kencana dan Rawa | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Selapan (PASEH BERKERAS)
76 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Peningkatan Ekonomi melalui Pemanfaatan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Langsung Panas Bumi (PELANG BUMI) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
77 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pemantauan Harga Kebutuhan Bahan Pokok | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
dan Penting (PHK BAPOKTING) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
78 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Digitalisasi Surat Masun dan Keluar | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Penyelamatan (DISUMAKA)
79 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Informasi Bantuan Kebakaran (INBAKAR) Inovasi pelayanan publik Penerapan
Penyelamatan
80 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Digitalisasi Informasi Kepegawaian | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Penyelamatan (DISINPEG)
81 | Satuan Polisi Pamong Praja Patroli Rutin Awasi Pelajar (PARUT SI ELA) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
82 | Satuan Polisi Pamong Praja Peta Wilayah Pelanggaran Ketentraman Dan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan

Ketertiban Umum (AYAH LAGI TANTRUM)

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah




NO

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

KET
INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN
1 2 3 4 5 6
83 | Satuan Polisi Pamong Praja Penertiban Prostitusi Dan Miras (POP MI) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
84 | Satuan Polisi Pamong Praja Sistem Penegakan Perda Bersinergi (SEPEDA | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
BESI) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
85 | Badan Perencanaan Pembangunan Sistem Informasi Pembangunan Ekonomi | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Daerah (SEPEKON)
86 | Badan Perencanaan Pembangunan Akses Sistem Informasi Perencanaan | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Daerah Terpadu (AKSI CANDU)
87 | Badan Perencanaan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Daerah BAPPEDA (SIMAK BAPPEDA)
88 | Badan Riset dan Inovasi Daerah Lomba Teknologi Tepat Guna Lampung |Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Selatan (LoTek Tuna LamSel) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
89 | Badan Riset dan Inovasi Daerah Lomba Inovasi Daerah Lampung Selatan2.0 | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(LINDA LAMSEL2.0) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
90 | Badan Riset dan Inovasi Daerah Lomba Karya Tulis Ilmiah Lampung Selatan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(LKTI LAMSEL) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
91 | Badan Riset dan Inovasi Daerah Klinik Inovasi BANG RADIN On The Road Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
92 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset E-Learning Keuangan dan Aset Daerah (E- | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Daerah Learning KASDA)
93 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pojok Konsultasi2.0 Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Daerah
94 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Sistem Informasi Dokumen Digital Pencairan | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Daerah Anggaran Versi 2025 (Si DODI CAIR 2025)
95 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pembayaran Pajak Daerah Melalui QRIS Inovasi pelayanan publik Penerapan
Daerah
96 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Aplikasi Cek Pajak Daerah Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Daerah ‘
97 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Penilaian Ulang PBB Golongan 4 dan 5 Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan

Daerah

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
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98 | Badan Kepegawaian dan Diklat Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Terintegrasi (SIMPEL GARASI)
99 | Badan Kepegawaian dan Diklat BKD MENYAPA Inovasi pelayanan publik Penerapan
100 | Badan Kepegawaian dan Diklat Sistem Informasi Kewaspadaan  Dini | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Masyarakat (SI KENDIMAS) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
101 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sistem Pendataan dan Pendaftaran | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Organisasi Masyarakat ( SI PENDEKOR) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
102 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sistem Pembentukan Paskibaraka Lampung | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Selatan (SI KANPAS) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
103 | Badan Penanggulangan Bencana PITRAH BPBD (Pelatihan Trauma Healing di | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Daerah BPBD) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
104 | Badan Penanggulangan Bencana MISBAR (Mitigasi Bareng) Inovasi pelayanan publik Penerapan
Daerah
105 | Badan Penanggulangan Bencana SIGAP (SIAGA BENCANA DAN TANGGAP | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Daerah BENCANA)
106 | RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Meal Change Time (MECHAT) Inovasi pelayanan publik Penerapan
107 | RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Sahabat Perempuan Dan Anak (SAPERA) Inovasi pelayanan publik Penerapan
108 | RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Putus Mata Rantai Thalasemia Bob Bazar | Inovasi pelayanan publik Penerapan
(PANTAI THALASBOBA)
109 | RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Cara Tepat Anak Sehat Ibu Kuat (CEPAT | Inovasi pelayanan publik Penerapan
ASIK)
110 | RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Gazebo harapan TB RO (HARAPAN TORO) Inovasi pelayanan publik Penerapan
111 | Bagian Tata Pemerintahan Sistem Informasi Nama Rupa Bumi Lengkap | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
dengan Aturan (SINAR LENTERA) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
112 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh- |Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
tokoh Umat Beragama Lampung Selatan | pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Islam (PERAN PAK AGUS_ ISLAM)
113 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Pembinaan Qari-Qariah (PAQIH) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
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114 | Bagian Hukum Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
115 | Bagian Kerja Sama Jaringan Kerja Sama Kabupaten Lampung | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Selatan Versi 2 (Jejama Lamsel 2.0) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
116 | Bagian Perekonomian Desa Inklusi Keuangan Menabung Saham | Inovasi pelayanan publik Penerapan
(DESI KEMENHAM)
117 | Bagian Administrasi Pembangunan Updating Sistem Administrasi Pembangunan | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Daerah (UPDATING SAPDA)
118 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Klinik Pengadaan Barang dan Jasa | Inovasi pelayanan publik Penerapan
(KLIKBAJA)
119 | Bagian Sumber Daya Alam Sistem Informasi Sumber Daya Alam (SI | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
SALAM)
120 | Bagian Umum Sistem Resepsionis dan Manajemen Buku | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Tamu (SIREP MABUTA) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
121 | Bagian Organisasi Pelayanan Organisasi Reformasi Birokrasi | Inovasi pelayanan publik Penerapan
(PORMASI)
122 | Bagian Protokol dan Komunikasi Sambutan Digital (SAMBAL) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Pimpinan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
123 | Bagian Perencanaan dan Keuangan Akuntansi yang Akuntabel dan Akurat | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(AYANG KUAT) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
124 | Kecamatan Penengahan Kantor Camat Ramah (KANCA RAMAH,) Inovasi pelayanan publik Penerapan
125 | Kecamatan Penengahan UMKM Unggulan (UMKM-U) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
126 | Kecamatan Rajabasa Desa Wisata Rajabasa (DEWITA RAJA) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
127 | Kecamatan Rajabasa One R Two P (Satu Rumah Dua Pohon) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
128 | Kecamatan Sidomulyo Pelayanan Gratis di Desa (PETIS DESA) Inovasi pelayanan publik Penerapan
129 | Kecamatan Sidomulyo Gerakan Sedekah Seribu Rupiah di Desa | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan




INOVASI DAERAH

NO PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
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INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN
1 2 3 4 5 6

(GESERBUDES) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

130 | Kecamatan Candipuro Sistem Pelayanan Terpadu Lingkungan | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Pemerintahan Desa (SIPEDULI PEDES)

131 | Kecamatan Candipuro Sistem Pelaporan Data Kependudukan | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Online Desa (SIPEDAK ONDE)

132 | Kecamatan Candipuro Agenda Surat dan Dokumen Elektonik | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Terpadu (ASDET)

133 | Kecamatan Natar Peduli dan Lakukan Dokumen | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Kependudukan Anak (PELADOKAN)

134 | Kecamatan Natar Forum Bincang dan Aksi Pelaku Usaha Natar | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(FOBIA PAUS NATAR) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

135 | Kecamatan Jati Agung Tanya Jawab Online Administrasi Terpadu | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Kecamatan Jati Agung (TANYA PAK)

136 | Kecamatan Jati Agung Camat Turun ke Desa (CATUR DESA) Inovasi pelayanan publik Penerapan

137 | Kecamatan Way Panji Kodefikasi  Aset  Barang  Kecamatan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Menggunakan QR Code (KABARE) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

138 | Kecamatan Way Panji Lapak Informasi UMKM Menggunakan QR | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Code (POK MER) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

139 | Kecamatan Way Sulan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Inovasi pelayanan publik Penerapan
(PATEN)

140 | Kecamatan Way Sulan Layanan Pajak Merakyat (LAPAR) Inovasi pelayanan publik Penerapan

141 | Kecamatan Sragi Fasilitasi Pesona Sragi Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

142 | Kecamatan Sragi Satu Hari Bersama Untuk PBB Inovasi pelayanan publik Penerapan

143 | Kecamatan Sragi Pembinaan dan Pengawasan Anggaran Desa | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(Binwas AnDes) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

144 | Kecamatan Katibung Sistem Pengaduan Masyarakat (SI DAUN | Inovasi pelayanan publik Penerapan

MAS)
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1 2 3 4 5 6
145 | Kecamatan Katibung Sistem Informasi Pelayanan dan | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Publikasi Kecamatan (SI-MACAN)
146 | Kecamatan Kalianda Electronic Kecamatan (e-KECAMATAN) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
147 | Kecamatan Kalianda Kalianda BUMDES (KALBU) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
148 | Kecamatan Tanjung Bintang Pelayanan Kecamatan Di Antar Ke Desa | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(PAKDE) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
149 | Kecamatan Tanjung Bintang Komputerisasi Data Pertanahan (KOPDAR) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
150 | Kecamatan Merbau Mataram Petaniku Maju dan Kaya Raya | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(TANIKUMURA) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
151 | Kecamatan Merbau Mataram Budidaya Magot (BODIGAT) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
152 | Kecamatan Palas Sistem Survey Kepuasan Pelayanan | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Masyarakat Palas (SI SUSAN YA MAS)
153 | Kecamatan Palas Pendekatan Pelayanan Kepada Masyarakat | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Terpadu Terukur dan Berkelanjutan (PPKM
PATEN)
154 | Kecamatan Tanjung Sari Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrem | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Kecamatan Tanjung Sari (PEMUDA DAKEK
TANSA)
155 | Kecamatan Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Sari Sehat (KETAN | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
SEHAT) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
156 | Kecamatan Ketapang Alun-Alun Kuliner Lintas Ketapang (Alun- | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Alun Kulintang) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
157 | Kecamatan Ketapang Senam Keliling dan Konsultasi Kesehatan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(SALING KONTAN) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
158 | Kecamatan Bakauheni Camat Ngantor Datang di Desa (CANDANG | Inovasi pelayanan publik Penerapan
DESA)
159 | Kecamatan Bakauheni Orang Bakauheni Sehat (OBAT SEHAT) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
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1 2 3 4 5 6
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

160 | Puskesmas Way Urang Screening TB Terintegrasi (SITA TEGAR) Inovasi pelayanan publik Penerapan

161 | Puskesmas Kalianda Pelayanan Terpadu Ramah Lansia (PETA | Inovasi pelayanan publik Penerapan
RAHASIA)

162 | Puskesmas RI Bakauheni Inovasi Bersama Untuk Berantas Stunting | Inovasi pelayanan publik Penerapan
(IBU BUNTING)

163 | Puskesmas RI Penengahan Siswa Dan Tenaga Pendidik Sehat Bebas | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Penyakit (SI GADIS HEBAT)

164 | Puskesmas Palas Kejar Sasaran Tuber Kolosis Palas (KERSA | Inovasi pelayanan publik Penerapan
TUBRUK PALAS)

165 | Puskesmas RI Bumi Daya Donor Darah di Kelas Ibu (DORA DI KALBU) | Inovasi pelayanan publik Penerapan

166 | Puskesmas RI Rajabasa Tanggap Bencana Puskesmas Rajabasa | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(TANCAP MAS RAJABASA) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

167 | Puskesmas RI Ketapang Jaring dan Data Gangguan Jiwa (JANDA | Inovasi pelayanan publik Penerapan
GUWA)

168 | Puskesmas RI Sragi Ketuk Pintu Untuk Jiwa Yang Sehat (TOPI | Inovasi pelayanan publik Penerapan
JIHAT)

169 | Puskesmas RI Sragi Kejar Do Imunisasi Baduta (KERJA DOMBA) Inovasi pelayanan publik Penerapan

170 | Puskesmas RI Sragi Gerakan Jajan Di Kantin Sekolah Sehat | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
(RAJA KALAH) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

171 | Puskesmas RI Sidomulyo Periksa Kenali dan Obati Tuberculosis | Inovasi pelayanan publik Penerapan
(PELAKOR ECSIS)

172 | Puskesmas Way Panji ITbu Hamil Cegah Stunting Dengan Makan | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Ikan (BUMIL CETINGAN)

173 | Puskesmas Way Sulan DEteksi DIni GAngguan Jlwa DEngan |Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
krining KesehatAn SRQ & SQD (DEDI di | pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
GAJI DESA)

174 | Puskesmas Way Sulan Pemantauan Minuman Obat (PANTOMIN | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan

OBAT)

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
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175 | Puskesmas RI Candipuro Stop Kematian Ibu dan Anak dengan KSPR | Inovasi pelayanan publik Penerapan
dan Edukasi Rutin pada Bumil di Candipuro
(SKINKER BUCAN)

176 | Puskesmas RI Tanjung Sari Calon Pengantin Sehat Berkualitas (CATIN | Inovasi pelayanan publik Penerapan
HATIKU)

177 | Puskesmas Natar Cegah TB Bersama Masyarakat (CERMATI | Inovasi pelayanan publik Penerapan
TB)

178 | Puskesmas Branti Raya Mobile Screening Dan Rujukan (MORNING | Inovasi pelayanan publik Penerapan
DANRU)

179 | Puskesmas Tanjung Agung Ngobrol Pintar Bareng Puskesmas Tanjung | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Agung (Ngopi Bareng Mas Agung) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

180 | Puskesmas RI Katibung Gerakan Terpadu Posbindu Mobile (GARDU | Inovasi pelayanan publik Penerapan
MOBILE)

181 | Puskesmas Hajimena Kenali Sejak Dini Penyakit Tidak Menular | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Dengan Cerdik (KENCANI PTM DENGAN
CERDIK)

182 | Puskesmas RI Sukadamai Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Antibiotik (GEMA CEMETIK)

183 | Puskesmas Tanjungsari Natar Sistem Informasi Administrasi Puskesmas | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Tanjung Sari Natar (SIAP TSN)

184 | Puskesmas Kali Asin Peduli kesehatan Gigi Ibu Hamil (PETA GIGI | Inovasi pelayanan publik Penerapan
BUMIL)

185 | Puskesmas RI Tanjung Bintang Sistem Informasi Aplikasi Aset Puskesmas | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Penerapan
Tanjung Bintang (SIASAT BINTANG)

186 | Puskesmas Merbau Mataram Gerakan Cepat Temukan Terduga TB | Inovasi pelayanan publik Penerapan
(GERCEP MUTER)

187 | Puskesmas Merbau Mataram Remaja  Dengan Pelayanan  Integrasi | Inovasi pelayanan publik Penerapan
Kesehatan (RADEN INTAN)

188 | Puskesmas RI Talang Jawa Kelas Edukasi Calon Pengantin Menuju | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan

Keluarga Sejahtera (KELADI CAP MERAH)

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
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1 2 3 7 S5 6

189 | Puskesmas Karang Anyar Asrama ketawa (Atasi Bersama Masalah | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
Kesehatan Jiwa) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

190 | Puskesmas RI Banjar Agung Poera Setaman (POS REMAJA SEHAT | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan
DANAMAN) pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

191 | Puskesmas Sinar Rezeki Jemput, Layani, Penderita Hipertensi dan | Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan | Penerapan

Kencing Manis (JELITA SI MANIS)

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG/ERMANTO

Ttd
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